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ABSTRAK  

 

TINJA UAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN VONIS PIDANA 

OLEH HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009  TENTANG 

NARKOTIKA DAN UU NO. 48  TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN 

KEHAKIMAN  

 

 

Oleh 

YOEL HATIGORAN GEMBIRA SITORUS  

 

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan tidak memihak adalah sesuatu yang 

mutlak dan harus ada, karena merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara 

hukum dan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Konsep independensi 

kekuasaan kehakiman mengharamkan adanya tekanan, pengaruh dan campur 

tangan dari siapa pun. 

Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai Tindak 

Pidana Khusus yang hingga kini masih menjadi permasalahan dalam hal 

pencegahan hingga pemberantasannya. Maka penanganannya terhadap kejahatan 

ini masih eksis sampai sekarang di kalangan penegak hukum, baik pihak Badan 

Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, Kepolisian, dan instansi terkait 

lainnya yang sedang mencari formulasi yang tepat untuk mengurangi tingkat 

keterangantungan narkotika di Indonesia. 

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dengan mempelajari, melihat, dan menganalisis mengenai beberapa hal 

yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, 

doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang 

berkenaan dengan permasalahan dan pendekatan yuridis empiris dilakukan 

bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau 

berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat baik dalam bentuk 

pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan 

efektifitas hukum. 

Hasil penelitian dan pembahasan menujukkan bahwa penjatuhan vonis pidana oleh 

Hakim dalam penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim seharusnya dalam 

menjatuhkan vonis berkaca terhadap apa yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Narkotika walaupun dalam penerapannya sangat bertentangan melalui Surat Edaran 
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Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2013 tetapi demi menjunjung tinggi keadilan 

di mata masyarakat sebagai penegak hukum yang paling dihormati, Hakim juga  

memutus untuk mencari kebenaran materiil dalam putusannya serta Hakim boleh 

menilai salah atau tidaknya suatu aturan sehingga boleh disimpangi dalam keadaan 

tertentu demi kemanusiaan dan efektifitas terhadap tujuan pemidanaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Penjatuhan vonis pidana atas Tindak 

Pidana Narkotika di bawah ketentuan undang-undang oleh Majelis Hakim menjadi 

sebuah problematika baik dari segi keadilan maupun segi kepastian hukum yang 

membuat pesimis Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk menuntut sesuai dengan 

undang-undang dan penegakan hukum, juga kurangnya ukuran atau beratnya 

narkoba pada saat tertangkap oleh penyidik yang menggunakan pasal yang sama 

dengan ancaman pidana yang sama sehingga timbulnya ketidakadilan di pelaku 

maupun di mata masyarakat.  

Kata Kunci : Vonis Pidana, Narkotika, Kekuasaan Kehakiman
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ABSTRACT 

 

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL IMPOSTION BY JUDGES IN 

HANDELING OF NARCOTICS CRIMINAL CASES BASED ON LAW 

NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS AND LAW NUMBER 

YEAR 2009 CONCERNING JUDICIAL POWER  

 

By 

YOEL HATIGORAN GEMBIRA SITORUS  

Judicial power that is independent and impartial, or the independence of judicial 

power, is something that is absolute and must exist because it s a prerequisite for 

the realization of the ideals of a state of law and is a guarantee for upholding law 

and justice. The concept of independence of judicial power forbids any pressure, 

inflluence, or interference from anyone. 

Narcotics crime is a crime that is categorized as a special crime, which is still a 

problem in terms of prevention and eradication. So the handling of this crime still 

exists today in law enforcement circles. The National Narcotics Agency, hereinafter 

referred to as the National Narcotics Agency, the Police, and other relevant agencies 

are looking for the right formulation to reduce the level of drug addiction, especially 

in Indonesia. 

The problem approach used in this research is a normative juridical approach by 

studying, viewing, and analyzing several theoretical matters relating to legal 

principles, conceptions, views, legal doctrines, statutory regulations, and related 

legal systems. An empirical juridical approach was carried out, aiming to study the 

implementation of law in reality or based on facts obtained objectively in the 

community in the form of opinions, attitudes, and legal behavior based on legal 

identification and legal effectiveness. 

The results of the research and discussion show that the imposition of criminal 

verdicts by judges in handling narcotics crime cases should be based on Law 

Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 48 of 2009 concerning 

Judicial Power, and that judges should in passing verdicts reflect on what has been 

done. Although it is regulated in the Narcotics Law, although in its application it is 

very contradictory through the Circular Letter of the Supreme Court Number 05 of 

2013, in order to uphold justice in the eyes of the community as the most respected 

law enforcer, the judge also decides to seek material truth in his decision, and the
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 judge may judge wrong or wrong. Whether or not a rule may be deviated from in 

certain circumstances for the sake of humanity and effectiveness in punishment. 

The conclusion of this study is that the imposition of a criminal sentence on 

narcotics crimes under the provisions of the law by the Panel of Judges becomes a 

problem both in terms of justice and legal certainty, which makes the prosecutor 

pessimistic as a public prosecutor. The lack of drug drugs when caught by 

investigators who use the same article with the same criminal threat means that 

injustice occurs to the perpetrators and the eyes of the public. 

Keyword: Criminal  Sentence, Narcotics, Judicial Power.
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I. PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia 

berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(Machtstaat). Ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, dan menjamin semua warga negara secara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan 

pemerintahan tanpa terkecuali. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan 

atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang dengan sasaran hukum yang hendak 

dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum atau mungkin 

akan terjadi kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. 

Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan 

hukum, proses pembangunan yang dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan 

masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial 

masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif terutama menyangkut masalah 

peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana 

yang dapat dikatakan fenomenal sekarang ini ialah masalah narkotika.  

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku di setiap negara yang sudah secara 

tegas dan diberlakukan untuk masyarakat dan pada hakikatnya hukum tidak lain 
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adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. 

Fungsi hukum adalah menjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat.  

Hukum semata-mata menghukum bukan untuk memanusiakan manusia dan 

memberikan efek jera yang menyakitkan sebagai bentuk pembalasan dari perbuatan 

yang dilakukan, dalam hal peran Penegak Hukum harusnya memberikan euforia 

yang baik dan stabil terhadap harmonisasi hukum di Indonesia. Hukum yang dibuat 

secara menyeluruh dan utuh akan tetapi penegak hukum tidak bisa memenuhi cita-

cita dalam hukum atau peraturan maka sama saja buruknya. 

Konsep negara hukum yang demikian juga dipertegas dalam Pasal 28 H Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pentingnya 

kemanfataan dan keadilan. Begitu juga dengan Pasal 24 Undang-Undang Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menekankan bahwa Kekuasaan Kehakiman harus 

menegakan hukum dan keadilan. 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk mengadili diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang dimana membuat 

putusan adalah pekerjaaan yang mulia dalam menegakkan keadilan. Peran Hakim 

sangat sentral dalam dunia penegakan hukum dan dijuluki sebagai Wakil Tuhan 

dalam mengambil keputusan yang arif, bijaksana, dan berkeadilan.  

Hakim yang paling dipercaya dalam mengambil keputusan dikarenakan puncak dari 

pengambilan putusan ada di  tangan Hakim. Sejarah singkat mengenai Hakim yaitu 

mempunyai sikap absolut dalam kebijaksanaan putusan yang sesuai dengan 
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keadilan. Sikap absolutisme Hakim melegalisir kekuasaan raja dalam sistem 

pemerintahan monarki absolut yang membatasi kekuasaan raja dalam menghukum 

atau menyalahkan orang. Hakim pada saat itu muncul akibat dari kewenang-

wenangan raja dalam mengambil suatu keputusan yang terkesan secara 

sembarangan tanpa melihat fakta-fakta yang terjadi. 

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan harus didasarkan pada 

surat dakwaan bukan surat tuntutan. Dalam mengadili Terdakwa, pembuktian dan 

fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidaknya seseorang 

bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh 

penuntut umum. 

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: 

ñKekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanò, 

sementara di ayat 2 berbunyi, ñKekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.ò 

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan tidak memihak atau independensi 

Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang mutlak harus ada karena merupakan 

prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi 

tegaknya hukum dan keadilan. Konsep independensi Kekuasaan Kehakiman 

mengharamkan adanya tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. 
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Bahwa dalam hal pernyataan diatas diperkuat dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang berisi bahwasanya prinsip independensi peradilan melekat sangat 

dalam dan harus tercemin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan 

atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi 

peradilan yang beribawa, bermatabat, dan tepercaya. Independensi Hakim dan 

pengadilan terwujud dalam kemerdekaan Hakim, baik sendiri ï sendiri maupun 

sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri Hakim berupa 

intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa rayu, tekanan, 

paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi 

tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok, atau 

golongan tertentu dengan janji ataupun imbalan berupa keuntungan jabatan, 

keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Kemerdekaan Hakim sangat berkaitan 

erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparsial Hakim, baik dalam 

pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan Hakim yang tidak independen 

tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya.1 

Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Dalam 

menemukan adanya kebenaran itu, Hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan 

putusan pidana kepada seorang Terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan. Hal ini untuk 

menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.2 

                                                             
1 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. 
2 IŜƴŘǊƛƪŀ .ŜŀǘǊƛȄ !ǇǊƛƭƛŀ bƎŀǇŜΣ όнлмуύΣ άAkibat Hukum Putusan Hakim Yang 

Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umumέ, Justitia Jurnal Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 2 No.1, April 2018, hlm. 129. 
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Apabila hukum acara pidana itu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan 

hukum pidana maka untuk mewujudkan fungsi tersebut diperlukan perangkat 

pelaksana penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. 

Menurut S.M. Amin, hukum acara pidana adalah sebagai kumpulan ketentuan-

ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran 

dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum 

material, berarti memberikan kepada hukum acara ini suatu hubungan yang 

ñmengabdiò terhadap hukum material.3 

Dalam mengikuti perkembangan zaman, fenomena sekarang ini banyak Hakim 

yang memutus suatu perkara sering melebihi apa yang diminta dengan alasan 

mencari keadilan secara materiil. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, 

menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum tertulis tidak selalu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi juga sering bertolak belakang. Maka dari itu terdapat 

perbedaan antara hukum tertulis dengan keyakinan Hakim. 

Mengenai Hakim yang sering memutus suatu perkara yang melebihi apa yang 

diminta dalam amar putusan Hakim, baik Hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi, maupun Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi. 

Hakim dianggap mengetahui seluruh hukum sehingga tidak boleh menolak perkara 

atau Ius Curia Novit, apapun Putusan Hakim harus dianggap benar sampai ada 

Putusan Hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya atau dalam 

                                                             
3 /Φ 5ƧƛǎƳŀƴ {ŀƳƻǎƛǊΣ {ΦIΦΣ aΦIΣ άHukum Acara PidanaέΣ ό.ŀƴŘǳƴƎΥ tŜƴŜǊōƛǘ bǳŀƴǎŀ 

Aulia, 2018), hlm. 10-11. 
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istilahnya ñres judicata pro veritate habiturò.  Ruang lingkup Hakim diatur dalam 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman yaitu Hakim pada 

Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Hakim pada 

pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

Hakim memiliki independensi dalam memutus tanpa harus terikat dengan tuntutan 

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi independensi Hakim sering 

salah gunakan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara dengan melawan apa yang 

ditulis oleh undang-undang. Sering kali terjadi dalam perkara pidana biasa dan bisa 

terjadi dalam perkara pidana khusus termasuk Tindak Pidana Narkotika. Sekarang 

Tindak Pidana Narkotika sudah ditanggapi secara serius oleh Penegak Hukum yang 

secara tidak langsung merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Jika dibiarkan terus menerus narkotika menjadi persoalan yang  kritis di 

masyarakat dan juga membahayakan generasi muda. 

Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Narkotika tergantung dari pasal yang 

didakwakan, ada yang sifatnya menghukum. Kalau dilihat dari sifat menghukum 

berkaitan dengan formil dan materiil, yang mana formil secara korbolatif termuat 

dalam pasal-pasal tertentu yang menyangkut asas legalitas, paham legalitas harus 

termuat dalam rumusan pasal-pasal tertentu, tetapi sebaliknya ada juga 

penghukuman secara materiil yang tidak memuat dalam rumusan pasal dalam hal 

ini mengandung 2 kategori ada fungsi negatif dan ada fungsi positif. Kalau fungsi 

negatif ada suatu undang-undang baik itu sifatnya larangan atau kewajiban yang 
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dilanggar tapi dalam asas kepatutan tidak bisa dikenakan tetapi ada yang positif 

walaupun tidak ada aturan tertentu dalam suatu undang-undang secara limitatif dan 

normatif dapat dikenakan asas kepatutan yang indentik dengan nilai-nilai hukum 

baik tertulis atau tidak tertulis dan bisa dilakukan penerapan hukum berikutnya 

harus ada unsur kesalahan walaupun tidak secara normatif tidak secara tegas ada 

yang dimasukan dalam rumusan pasal.4 

Bahkan dalam undang-undang narkotika sendiri pun mengatur dan mengayomi 

secara eksplisit dengan berasaskan: 

A. Keadilan; 

B. Pengayoman; 

C. Kemanusiaan; 

D. Ketertiban; 

E. Perlindungan; 

F. Keamanan; 

G. Keamanan; 

H. Nilai-nilai ilmiah; dan  

I. Kepastian hukum. 

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelematkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika, memberantas peradaran gelap narkotika dan Prekursor 

Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 

penyalahguna dan pencandu narkotika. 

                                                             
4 Keterangan Ahli yaitu DR. Sy. Asyim Azizurrahman, S.H., M.Hum, Dalam Putusan 

Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Smg. 
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Penerapan yang ada dalam undang-undang dengan praktik di lapangan seperti di 

Pengadilan juga tidak selalu berjalan dengan baik, juga penerapan Undang-Undang 

Narkotika juga mengenal ancaman minimal, namun ancaman pidana minimal ini 

dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan dikenakan kepada perbuatan 

pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak 

pidananya 

1. Didahului dengan permufakatan jahat;  

2. Dilakukan secara tergorganisasi; 

3. Dilakukan oleh korporasi. 5 

Bahkan di Indonesia dikatakan aneh, karena Hakim menafsirkan sendiri dan 

menggunakan prinsip keyakinan Hakim yang menyimpang dari dibuat Undang-

Undang Narkotika. Secara de jure penyalahguna untuk diri sendiri digolongkan 

sebagai pelaku kejahatan, tetapi secara de facto penyalahguna narkotika untuk diri 

sendiri (pasal 127 ayat 1) diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun serta 

tidak memenuhi syarat ditahan.6 

Banyak yang terjadi terhadap pemidanaan pelaku kejahatan Tindak Pidana 

Narkotika yang menggunakan narkoba seperti sabu dalam jumlah yang kecil atau 

bahkan kurang dari 1 gram dan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim sangat tidak 

sesuai dengan apa yang dituntut atau diminta oleh Jaksa Penuntut Umum ketika 

dipersidangan berlangsung, problematika inilah yang menyebabkan penulis ingin 

membahas lebih dalam mengenai ketentuan terhadap melampaui undang-undang 

                                                             
5 Dŀǘƻǘ {ǳǇǊŀƳƻƴƻΣ {ΦIΦΣ aΦIǳƳΣ άHukum Narkoba IndonesiaέΣ όWŀƪŀǊǘŀΥ tŜƴŜǊōƛǘ 

Djambatan, Cetakan ketiga 2007), hlm.199. 
6 !ƴŀƴƎ LǎƪŀƴŘŀǊΣ άPolitik Hukum NarkotikaέΣ όWŀƪarta: PT Elex Media Komputindo 

(Kompas Gramedia), cetakan kesatu, 2020), hlm.48-49. 
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dan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan Hakim yang 

menggunakan penghukuman berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai 

patokan dasar bukan dasar dari undang-undang yang bahkan sudah dibuat terlebih 

dahulu untuk mengisi kekosongan hukum. 

Dalam hal penerapan teori dengan praktik yang berada di lapangan sangatlah jauh 

berbeda terhadap apa yang telah tertulis dengan tidak tertulis dan bisa menimbulkan 

kesewenang-wenangan Hakim dalam mengambil suatu putusan yang dianggapnya 

benar melalui penafsirannya sendiri, dan lagi penerapan  dimungkinkan menjadikan 

Hakim memiliki independensi dan Kebebasan Hakim dalam mengambil penafsiran 

sekaligus vonis bagi Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk 

membuat tulisan yang berjudul ñTinja uan Yuridis Terhadap Penjatuhan Vonis 

Pidana Oleh Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika 

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanò. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, laporan akhir pengganti skripsi ini disusun oleh 

penulis dengan judul ñTinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Vonis Pidana Oleh 

Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakimanò 

1. Mengapa Penjatuhan Vonis Pidana Atas Tindak Pidana Narkotika Dibawah 

Ketentuan Undang-Undang Oleh Majelis Hakim? 
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2. Bagaimana Independensi Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak 

Pidana Narkotika Dibawah Ketentuan Undang-Undang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan oleh penulis maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Menjatuhkan Vonis Pidana dalam Perkara 

Tindak Pidana Narkotika dibawah Ketentuan Undang-Undang? 

2. Untuk memahami dan menganalisis independensi Hakim dalam memutus 

Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dibawah Ketentuan Undang-Undang?



 
 

 
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG  

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai Tindak 

Pidana Khusus yang hingga kini masih menjadi permasalahan dalam hal 

pencegahan hingga pemberantasannya. Maka penanganannya terhadap kejahatan 

ini masih eksis sampai sekarang dikalangan penegak hukum, baik pihak Badan 

Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, Kepolisian, dan instansi terkait 

lainnya yang sedang mencari formulasi yang tepat untuk mengurangi tingkat 

ketergantungan narkotika di Indonesia. 

Gencar-gencarnya pemberantasan tindak pidana narkotika membuat penegak 

hukum kelelahan apalagi banyak faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Khusus 

ini menjadi sangat liar dan lagi obat-obat yang terlarang dan berbahaya justru 

membahayakan kaum generasi muda yang diakibatkan dari konsumsi narkoba. 

Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berserta instansi lainnya sering 

melakukan kajian melalui seminar yang berbentuk sosial atau hukum dalam bentuk 

penyuluhan yang bersifat preventif untuk menjelaskan betapa berbahaya narkotika 

di kalangan umum. 

Maka dari itu pemberantasan narkotika dilanjutkan dengan cara membuat tulisan, 

slogan untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika yang sudah menyerang bangsa 
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dan negara di dunia, dan generasi muda menjadi tidak stabil dan menurunkan 

semangat kemanusiaan. 

1. Vonis 

 

Vonis adalah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara 

yang sedang diputuskan dengan berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim 

itu sendiri. Ketentuan ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP 

ditentukan bahwa: 

ñPutusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undangò. 

Putusan Hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan 

di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani 

Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).  

Pada jenis putusan seperti ini prosedural yang harus dilakukan adalah setelah 

persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas 

terdakwa, dan peringatan agar mendengar dan memerhatikan segala sesuatu di 

dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, keberatan, pemeriksaan alat bukti, 

replik, duplik dan kemudian re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan 

ditutup, serta musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. 

Adapun mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa 

ñpenetapanò atau ñputusan selaò yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) 

KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/ 
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penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi, 

secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak 

(terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan 

perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi 

memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang 

bersangkutan. Dari ketentuan tersebut di atas, maka dua sifat putusan Hakim yaitu: 

a. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam 

surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 

b. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (vrijspraak) dan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).7 

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan Hakim yang berisikan 

perintah kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang 

dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan 

pemidanaan, Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-

fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam 

surat dakwaan dan Hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP.  

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang Terdakwa tidak 

lain adalah putusan yang berisi perintah untuk menghukum Terdakwa sesuai 

dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. 

Berikutnya mengenai Putusan bebas yaitu, Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal. Untuk 

                                                             
7 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat 

Dakwaan, Ekspesi, dan Putusan Peradilan (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, Cet.IV. 2012). hlm.124-
125. 
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mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, sudah ditentukan dalam 

Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat: 

a. Dari hasil pemeriksaan ñdi sidangò pengadilan; 

b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ñtidak terbuktiò 
secara sah dan meyakinkan.8 

Adapun untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht 

vervolging) diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pada putusan jenis ini dapat 

disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti 

secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, Terdakwa tidak dapat 

dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana, 

melainkan merupakan ruang lingkup hukum perdata atau administrasi negara. 

2. Pidana 

 

Dalam memahami hukum pidana, Menurut J.M. Van Bemmelen terdapat dua 

pengertian dalam hukum yaitu hukum materiil dengan hukum pidana formil. 

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, 

peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 

diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara 

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 

harus diperhatikan pada kesempatan itu. 

                                                             
8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 
Januari 2005, cet ke-5), hlm.347. 



15 
 

 

Menurut Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana 

formil yaitu hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 

menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran 

pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan 

menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah 

kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana 

materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tertentu atau dengan kata lain, 

mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh 

keputusan Hakim serta cara mengatur cara melaksanakan keputusan Hakim.9 

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tindak pidana dari 

suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah menyatakan sebagai 

tindakan yang dapat di hukum. Tindak pidana menurut Simons yang mengartikan 

bahwa: strafbaarfeit (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan 

melawan hukum yang yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang 

mampu bertanggung jawab.10   

Sedangkan Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang 

siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya 

perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks 

                                                             
9 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 

November 2008, cet ke-5), hlm.2. 
10 Andi Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.224. 
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ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keadaan pelaku 

tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar. 

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, 

pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, juga adanya pidana tambahan 

terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, 

pengumuman putusan Hakim. 

3. Kekuasaan Kehakiman 

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman di satu pihak kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada 

institusi pelaku Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung, beserta badan-

badan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dan 

Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum bebas dan mandiri. 

Bahwa sebagai konsekuensi kedudukan Hakim sebagai pejabat yang melakukan 

Kekuasaan Kehakiman (rechters als uitvoerdervan rechterlijke macht) dalam pasal 

31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Hakim wajib menjaga kemandirian 

peradilan dalam pasal 33 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara 

inheren Hakim juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai 

Hakim, sehingga seorang Ketua Pengadilan pun maupun Ketua Mahkamah Agung 

tidak boleh mengintervensi Hakim yang sedang menangani perkara. 
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Menurut Prof. Dr. Ismail Suny, bahwa dunia Hakim itu ternyata tidak imun 

terhadap penyelewengan-penyelewengan dan korupsi, karena itu ada yang yang 

menyebut KUHP sebagai kasih uang habis perkara dan semuanya could be 

negotiated in indonesia. 

Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif 

dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat 

aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan 

penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori maupun praktik dan pertanggung 

jawaban Hakim terhadap Terdakwa, Korban, maupun kepada Tuhan Yang Maha 

Esa sehingga irah-irah Hakim dalam putusannya adalah Berdasarkan Ketuhanan 

yang Maha Esa. 

Karena tugas itulah yang menjadi pangkuan berat bagi Hakim dalam 

kemandiriannya guna menegakan keadilan yang harus ditegakkan. Sehingga dalam 

menegakkan hukum dan keadilan tidaklah terlepas dari masalah lain seperti kolusi, 

korupsi, nepotisme, dan yang akhirnya merugikan justiabelen (pencari keadilan). 

Hakim juga mempunyai cara pikir dan pandang terhadap hukum juga proses dan 

cara berfikir Hakim untuk menemukan hukum dapat dikelompokkan ke dalam 2 

(dua) aliran, yaitu: 

1) Aliran konservatif; dan 

2) Aliran progresif. 

Aliran konservatif dan aliran progresif pernah menjadi primadona pada jamannya 

masing-masing. Sebagai reaksi terhadap tidak adanya kepastian hukum pada sekitar 
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tahun 1800, oleh karena pengunaan hukum kebiasaan yang beraneka ragam, 

muncullah gerakan-gerakan kodifikasi. Dalam hal ini artinya Hakim dalam 

memeriksa dan berusaha mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

dan menjaga stabilitas hukum itu sendiri sesuai dengan perkembangan zaman dan 

teknologi masyarakat.11 

4. Narkotika  

Narkotika berasal dari perkataan Yunani ñnarkeò yang berarti terbius sehingga 

tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata ñnarcissusò yang berarti 

sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang 

menjadi tak sadar. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical 

Staff adalah ñNarcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their 

depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are 

opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates 

(meperidine, methadone)ò.12 

Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika memberi pengertian narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu: 

ñNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

                                                             
11 Lintong O, Siahaan, Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia Hal-hal 

Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang 
Berkualitas,  Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36, No.1 Januari- Maret 2006, hlm. 34-
35. 

12 Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika 
Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Februari 2019 Volume II, Nomor 2, hlm.60. 
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menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

Undang-Undang iniò.  

Istilah narkotika yang dipergunakan bukanlah ñnarcoticsò pada pada farmacologie 

(farmasi) melainkan sama artinya dengan ñdrugò yaitu sejenis zat yang apabila 

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si 

pemakai, yaitu: 

a. Mempengaruhi kesadaran; 

b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia; 

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 

1. Penenang; 

2. Perangsang (bukan rangsangan sex); 

3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara 

khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaraan akan waktu dan tempat).13 

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku ñNarcotic 

Indentification Manualò, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, 

dan Mukhsin dikatakan: 

ñBahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat 

yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, 

heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang 

menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan 

Stimulantò. 

Bahwa M. Ridha Maôaruf menyimpulkan bahwa Narkotika adalah: 

a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. 

Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai candu, morphine, heroin, ganja, 

hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian 

sempit. Sedangkan narkotika sintensis adalah termasuk dalam pengertian 

narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk di dalamnya zat-zat 

(obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallucinogen, depressant, dan 

stimulant; 

                                                             
13 Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H, Dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,September 2003), hlm. 17. 
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b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang 

akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya 

apabila disalahgunakan; 

c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan 

obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs. 

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O staatblad 1927 No. 278 jo. No. 536 adalah untuk 

tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, cocaine 

kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan 

undang-undang, yaitu: 

a. Apoteker dan ahli kedokteran; 

b. Dokter hewan; 

c. Pengusaha pabrik obat. 

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan 

perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di 

samping dapat digunakan untuk pembiusan. 

Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebih 

dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, 

mental, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat. Jenis-jenis Narkotika yang 

perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 

a. Candu atau disebut juga dengan opium; 

b. Morphine; 

c. Heroin; 

d. Coccaine; 

e. Ganja; 

f. Narkotika Sintesis atau buatan.14 

 

                                                             
14 Dwi Indah Widodo, Hukum Pidana, Narkotika, dan Psikotropika, (Surabaya: 

R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), Oktober 2019), hlm. 34-36. 
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5. Integrated Criminal Justice System 

 

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reskodiputro adalah merupakan sistem 

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi 

diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas 

toleransi.15 

Dalam hal Sistem Peradilan Pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Mardjono 

untuk menanggulangi masalah kejahatan, dikarenakan hukum pidana 

membutuhkan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan agar bisa menyatakan 

seseorang menjadi bersalah atau tidak bersalah. 

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) maka 

Indonesia dikenal lima institusi yang merupakan subsistem peradilan pidana. 

Terminologi lima institusi itu dikenal sebagai pancawangsa penegak hukum yaitu 

Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002), Kejaksaan (Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2004), Pengadilan (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009), Lembaga Permasyarakatan (Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995), 

Advokat (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003).16 

                                                             
15 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 

(Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 
Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85. 

16 Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm.2-3. 
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Mengenai Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu yaitu terdapat 3 (tiga) komponen yang akan membentuk sinkronisasi atau 

kesamaan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 

1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum; 

2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat 

vertikal dan horizontal dalam kaitanya dengan hukum positif; 

3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.17 

Artidjo Alkostar membandingkan negara di Amerika dan Belanda, bentuk dari 

Integrated Criminal Justice System, mereka dengan standar operasional yang jelas, 

sehingga nasib setiap detik, nasib narapidana terkontrol dan hak asasi manusia 

terjamin. Integrated Criminal Justice System harus diterapkan dengan berbagai cara 

yaitu dengan segala proses hukum dari mulai penyidikan hingga eksekusi tercatat 

dan terinformasi dengan baik, kolaborasi penegak hukum juga bisa merangsang 

semangat melawan tindak pidana karena memiliki tujuan yang sama.18 

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang sesungguhnya adalah 

bukan saja pemahaman dalam konsep ñIntegrasiò itu sendiri tetapi sistem peradilan 

pidana terpadu juga mencakup makna substansiil dari urgensitas simbolis prosedur 

yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara 

                                                             
17 Nyoman Styayudhadananjaya, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal 

Justice System) Di kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian, Vyavahara Duta, Volume IX, No.1, 
September 2014. 

18 Diambil dari Majalah Integrito, Sesak Lapas, Edisi 2, 2019, hlm 29-30. 



23 
 

 

terintegrasi. Dalam hal penegakan hukum terbentuk agar menegakan hukum khusus 

nya hukum pidana dengan melakukan penegakan hukum terhadap keadilan. 

6.  Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Secara umum penegakan hukum yaitu penegakan yang dilakukan oleh Aparat 

Penegak Hukum demi terlaksananya hukum dan sesuai dengan nilai-nilai ada yang 

ada di Masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).  

Dalam hal faktor-faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ruang lingkup undang-undang dan peraturan 

yang ada dibawahnya; 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yaiitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.19 

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup dari istilah 

ñpenegak hukumò adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara 

                                                             
19 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Pers, Agustus 2016, cet. ke-14), hlm.8. 
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tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksudkan 

dengan penegak hukum bukan hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace 

maintenance.20 

B. Profil Instansi  

 

1. Deskripsi Instansi 

Kejaksaan R.I. (Republik Indonesia) adalah lembaga negara yang melaksanakan 

kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, sebagai badan yang 

berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa 

Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan 

Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara 

khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang 

utuh yang tidak dapat dipisahkan.  

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan 

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam 

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak 

asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di 

dalam undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan R.I. sebagai lembaga 

negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari 

                                                             
20 ̧ ƻŜƭ IŀǘƛƎƻǊŀƴΣ άApakah Kredibilitas Hakim Dapat Dipertahankanέ, Website Pusat 

Studi Bantuan Hukum, 16 Juni 2019. 
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pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).  

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa 

Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan 

Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Seperti 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung adalah lembaga Kejaksaan R.I. 

(Kejaksaan Republik Indonesia) dengan wilayah tugas di Kota Bandar Lampung. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan 

peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di 

poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di 

persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. 

Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), 

karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 

diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum 

Acara Pidana.  

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana 

putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam Perkara Pidana, 

Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, 

yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 

sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut 

diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, 

dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. 
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2. Sejarah Lokasi Tempat Magang 

 

Sebelum Reformasi  

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman 

kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah 

dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan 

tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata 

yang sama dalam Bahasa Sansekerta.  

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah 

pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk 

tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah Hakim yang diberi tugas untuk 

menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin 

oleh seorang adhyaksa, yakni Hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para 

dhyaksa tadi.  

Keterangan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan 

bahwa adhyaksa adalah Pengawas (opzichter) atau Hakim tertinggi 

(oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, 

bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga 

adalah seorang adhyaksa.  

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan 

Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan 

pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di 

dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan 
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Justisi) dan Hooggerechtshof  (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari 

Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih 

cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa 

dan Kejaksaan pada masa Penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni 

antara lain:  

a. Mempertahankan segala peraturan negara; 

b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;  

c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.  

 

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan 

delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek 

van Strafrecht (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut 

secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman 

pendudukan Tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei 

No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi Kejaksaan itu berada pada 

semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (Pengadilan Agung), 

Koootooo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hooin (Pengadilan Negeri). Pada 

masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:  

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; 

2. Menuntut perkara; 

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;  

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.  

 

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara 

Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, 

yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya 

mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-
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badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang 

dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.  

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan 

Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, 

yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan  

Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara 

Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.  

Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus 

menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak 

awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode 

kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan 

Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I, 

juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.  

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama 

berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. undang-

undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang 

bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen 

Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang 

diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang 

Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam 
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struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 

tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.  

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. 

sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu 

juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi 

Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 

tertanggal 20 November 1991.  

Masa Reformasi  

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah  

Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan 

Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang 

tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak 

pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan 

bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.  

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) 

ditegaskan bahwa ñKejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 

undang-undangò. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), 

mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi  
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Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke 

Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara 

Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan 

satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena 

itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam 

menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara 

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.  

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban 

oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah 

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan 

wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi Profesi Jaksa dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya.  

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga 

telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 30, yaitu :  

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

a. Melakukan penuntutan;  

b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;  

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang;  
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e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum  dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

 

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak di dalam maupun di luar  pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah. 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan:  

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c) Pengamanan peredaran barang cetakan;  

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara;  

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.   

 

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa 

Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan seorang Terdakwa di 

rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena 

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan 

wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan 

kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau 

instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat 



32 
 

 

memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah 

lainnya.  

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai 

lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-

lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif 

sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan 

hukum yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Korupsi, sering mengalami kendala. 

Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian Republik 

Indonesia serta badan-badan lainnya.  

Kendala tersebut antara lain:  

1. Modus operandi yang tergolong canggih; 

2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya; 

3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai 

peraturan; 

4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan; 

5. Manajemen sumber daya manusia; 

6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang 

ada); 

7. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 

8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta 

pembakaran rumah penegak hukum. 

 

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan 

berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu 

ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-undang tindak pidana korupsi yang lama 

yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini 

diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang 
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lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan undang-undang ini 

juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak 

adanya aturan peralihan dalam undang-undang tersebut. Polemik tentang 

kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak 

bisa diselesaikan oleh undang-undang ini.   

Akhirnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara 

tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. 

Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan 

sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas 

dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat 

korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime .  

Karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 

4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni pencegahan, 

penindakan, informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.  

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan 

penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan R.I. 

Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional 

Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara 

pidana, antara lain di bidang penyidikan. 
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3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

 

A. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Kejaksaan Negeri

Abdullah Noer Deny, S.H., M.H.

Kasubbag 
Pembinaan

Dian Aprilia, S.H., 
M.H.

Kasi intelejen

Erik Yudistira, S.H.

Kasi Tindak Pidana 
Umum

Muhammad Budi 
Arifin, S.H.

Kasi Tindak Pidana 
Khusus

Ahmad Hasan Basri 
S.H., M.H.

Kasi Perdata Tata 
Usaha Negara

Ricca Yulisnawati, 
S.H., M.H.

Kasi Pengelolaan 
Barang Bukti dan 
Barang Rampasan

Ditta Ardian, S.H.
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B. Tata Kelola 

Pada bagian struktur organisasi, penulis akan menguraikan tata kelola pada 

bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada bagian Pidana 

Khusus yang selanjutnya disingkat Pidsus dalam melaksanakan tugasnya 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebjaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus 

berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis; 

2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, 

penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, dan 

administrasinya; 

3. Pelaksana penetapan Hakim dan utusan pengadilan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam 

perkara tindak pidana khusus serta administrasinya; 

4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi 

bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara 

tindak pidana korupsi, ekonomi, dan tindak pidana khusus yang lain serta 

administrasinya; 

5. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan 

hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah 

hukum lain dalam kebijaksanaan hukum; 

6. Peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian aparat 

tindak pidana khusus. 



 
 

 
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN  

 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan 

dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, 

peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan 

permasalahan yaitu pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu bertujuan 

untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan yang jelas dan rinci 

mengenai gejala dan objek penelitian yang bersifat teoritis berperdoman atas 

kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan. Penelitian ini tidak bertujuan memperoleh hasil yang 

dapat diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran. 

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari 

implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat 

secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku 
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hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

B. Metode Praktek Kerja Lapangan  

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan merdeka kerja kampus merdeka ini dilaksanakan dalam kurun waktu 

selama maksimal 6 bulan, terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 ï 14 Februari 

2022, program magang ini di laksanakan pada instansi Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung. Hal ini sangat selaras dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Lampung untuk menunjang kegiatan magang yang memiliki fungsi dan tujuan yang 

sangat berguna untuk masa depan mendatang. Oleh karena itu penerapan praktik 

kerja ini harus sejalan sesuai dengan minat para peserta magang kerja kampus 

merdeka  

2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan magang ini terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 14 

Februari 2022, yakni dari senin sampai jumat. Penempatan pelaksanaan magang 

bertempat di Instansi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Lampung. Adapun data 

pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut :  

Nama Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

Alamat : Jl. Pulau Sebesi, Sukarame, Kec. Sukarame, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 

Telepon : (0721) 35131 
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Website : http://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id 

Waktu Pelaksanaan: 11 Oktober 2021 ï 14 Februari 2022 

Waktu Kerja: Senin ï Jumat 

Pukul 08.00 WIB-16.00 WIB 

C. Tujuan Magang 

Dalam proses magang merdeka ini penulis mempunyai tujuan seperti ;  

1) Mempunyai manfaat peluang yang lebih besar 

Untuk mengenal dunia kerja, Program Magang Merdeka Kampus Merdeka yang 

dijalankan selama 6 bulan saya mendapatkan sebuah tujuan awal saya magang 

yaitu mengenal dunia kerja yang sebenarnya, dalam hal ini sesuai dengan kinerja 

dan kompetensi saya selama  di perkuliahan sebagai pembelajaran teori yang 

langsung di praktikan di dunia kerja. 

2) Menambah relasi dan Ilmu Praktik 

Alasan lain yaitu agar dapat membangun relasi dengan cara berdialog atau 

dengan berbicara dengan rekan kerja atau teman sesama magang untuk 

membentuk kerjasama yang baik agar tercipta manajemen kinerja yang baik 

dalam sebuah instansi juga menambah ilmu Praktik sebagai langkah awal dalam 

memahami dilematis hukum dalam hal implementansi hingga penerapan. 

3) Menguasai keterampilan baru  

Pekerjaan selama magang bukan hanya fotokopi dokumen saja tetapi besar 

kemungkinan untuk saya mendapat pekerjaan yang kurang lebih sama dengan 
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karyawan kejaksaan lainnya meskipun dengan porsi berbeda. Nantinya, kegiatan 

ini justru meningkatkan value kepada saya. Sebab dengan mengawali karir lewat 

magang, saya dapat mengetahui situasi bekerja, memahami alur pekerjaan, dan 

memahami bagaimana komunikasi di dunia pekerjaan. Hal ini tentu 

meningkatkan kualitas saya sebagai seorang mahasiswa akhir dan 

mempermudah saya dalam bekerja di tempat saya bekerja selanjutnya. 

Pengetahuan seputar hal ini saya dapatkan jika saya tidak mencoba tawaran 

magang. Apalagi sekarang banyak sekali tawaran magang untuk fresh graduate. 

Ketika magang, pastinya ada banyak hal yang jadi tanggung jawab saya sebagai 

mahaiswa. Inilah kesempatan yang tepat untuk belajar keterampilan baru agar 

saya nantinya bisa menjadi tenaga profesional yang jauh lebih baik dibandingkan 

calon pelamar yang lain.  

4) Memiliki manfaat untuk menambah Curriculum Vitae (CV) 

Dalam merekrut calon pegawai, tak jarang human resources menanyakan 

apakah saya sudah memiliki pengalaman kerja. Poin ini tentu tidak dapat saya 

miliki jika selama kuliah saya tidak pernah magang atau bekerja. Oleh karena 

itu, program magang ini dapat menjadi alternatif untuk mengisi kolom 

pengalaman kerja di CV. Seperti yang sudah disebutkan, magang termasuk salah 

satu aktivitas yang dihargai oleh perusahaan bagi pelamar kerja. Jika saya 

mencantumkan aktivitas magang yang dilakukannya, tentu saya mendapatkan 

nilai plus dari situ. Meskipun bukan menjadi pegawai tetap, tim berserta HRD 

akan mengapresiasi usaha saya untuk belajar dan saya sudah dapat dipastikan 

telah memahami seperti apa suasana bekerja khususnya dalam bidang yang saya 
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pelajari pernah magang maka dari itu saya sudah memiliki gambaran mengenai 

pekerjaan tersebut, ini lebih baik dibanding sama sekali tidak mengetahui apa-

apa karena belum pernah praktik. saya tentu tidak mau melewatkan manfaat 

magang yang satu ini. 

5) Memiliki manfaat untuk mengetahui ketidaksesuaian antara teori dan praktek. 

Manfaatnya mengetahui ketidaksesuaian antara teori dan praktek, banyak 

diantara mahasiswa yang menjalani proses magang mengalami perubahan 

karena tidak sesuainya teori yang diajarkan dengan praktek yang terjadi. Hal ini 

terjadi semata-mata bukan karena teorinya yang salah, tapi karena perubahan 

jaman membawa nuansa baru juga pada budaya dan cara bekerja di sebuah 

perusahaan. Nah, hal inilah yang wajib saya pelajari di proses magang, karena 

hal ini pun tidak saya dapatkan di bangku kuliah. 

D. Manfaat Magang 

1. Meningkatkan kualitas diri  

Kemampuan komunikasi tentu akan meningkat karena saya perlu berkoordinasi 

dengan pegawai di kantor, hal ini akan sangat berdampak positif ke semua aspek 

dalam hidup. Instansi pun akan melihat ini sebagai nilai plus saat kamu melamar 

setelah wisuda dan saya juga dapat meningkatkan personal branding dengan cara 

mempelajari berbagai situasi baik itu lingkungan perkuliahan maupun 

lingkungan pekerjaan. 
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2. Dapat melatih untuk hidup dalam perbedaan  

Kantor adalah tempat yang tepat untuk belajar menghadapi pekerjaan. Ada banyak 

pribadi yang berbeda, sudut pandang yang berlainan, serta bermacam ide yang 

dilemparkan. Saat kuliah, walaupun saya diajarkan untuk bersikap kritis dan 

berbeda pendapat saat berdiskusi, hal ini melatih saya untuk selalu terbuka dan 

menerima perbedaan pendapat untuk belajar menghadapi perbedaan saat 

melakukan kerja magang bisa jadi latihan yang baik untuk menghadapi dunia kerja 

yang sebenarnya. 

3. Membaca karakter orang   

Salah satu manfaat magang yang perlu kamu tahu adalah bisa membantumu 

mempelajari karakter orang lain di kantor. Dengan begitu, kamu jadi bisa tahu 

bagaimana cara menyampaikan informasi dengan efektif dan meminimalisir 

kesalahpahaman. Hal ini sangat berguna bukan hanya selama menjalani masa 

magang, tapi juga untuk bekal kamu di kemudian hari.  

4. Melatih bersosialisasi  

Ini dia manfaat magang yang selanjutnya. Bergaul bersama teman-teman saat 

kuliah dengan rekan-rekan di tempat kerja sangatlah berbeda. Di dunia kerja, 

seakrab apapun kamu dengan teman di kantor, ada batasan profesionalisme yang 

harus dijaga. Sebagai contoh seperti memiliki teman akrab yang berbeda 

departemen, tetapi saat memeriksa hasil pekerjaan mereka, tetap harus bisa bersikap 

objektif dan tidak begitu saja menerima suatu laporan hanya karena kalian dekat 

secara personal.



 
 

 
 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Penjatuhan Vonis Pidana Atas Tindak Pidana Narkotika Di bawah 

Ketentuan Undang-Undang Oleh Majelis Hakim 
 

Hakim sebagai penegak hukum yang mempunyai independensi yang bebas dan 

berkeadilan juga melihat dari fakta dari apa yang terbukti di persidangan melalui 

pembuktian. Dalam hal pembuktian juga terhadap peraturan atau hukum yang 

tertulis yang mengaturnya baik itu berasal dari undang-undang maupun peraturan 

yang tertulis dibawahnya, dikarenakan negara Indonesia adalah negara Civil Law 

yaitu semua hukum merujuk kepada apa yang ditulis secara sah oleh pembuat 

undang-undang dan seorang Hakim harus menjalankan perintah dari undang-

undang dengan menganut asas legalitas sebagai pedoman dalam menentukan 

penghukuman. 

Hukum Pembuktian adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur 

tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang 

sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui 

fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-

syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk 

menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.21 

                                                             
21 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Berbacara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di 

Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018, cet ke-1), hlm. 48. 
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Sementara, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 

Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat 2 KUHAP. 

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang 

disebut dalam Pasal 184, Terdakwa dinyatakan ñbersalahò, kepadanya akan 

dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 

ñJika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.ò 

Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang, menilai, dan 

mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum 

ñkekuatan pembuktianò atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam 

Pasal 184 KUHAP.22 

Menurut Yahya Harahap mengenai pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang 

berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 

merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-

undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang 

didakwakan. 

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain: 

a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan 

mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa , atau 

Penasihat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti 

yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan 

caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, 

                                                             
22 Alfitra, Op.cit, hlm.49. 
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tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa 

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah 

digariskan undang-undang. Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar 

sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang 

ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika Majelis Hakim hendak 

meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, 

kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan dengan kekuatan 

pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak 

demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah 

mendapat ganjaran hukuman; 

b) Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan 

dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-

undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.23 

Sanksi yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan 

maksimal. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa  

(extraordinary crime) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa 

seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pengaturan pidana minimal khusus 

dalam UU No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 

Bahkan penerapan ancaman pidana minimal pada Undang-Undang Narkotika 

menjadi sebuah permasalahan diantarannya: 

1. Ada delik yang diberi ancaman pidana minimal khusus. Kebijakan formulasi 

demikian merupakan penyimpangan dari sistem Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana; 

2. Penyimpangan demikian memang dapat dilakukan. Namun, seharusnya disertai 

dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus 

pula. Tanpa pedoman/aturan khusus, bisa menimbulkan masalah karena dalam 

aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman 

pidana khusus; 

3. Tidak adanya aturan khusus untu menerapakan sistem minimal itu mungkin 

tidak menjadi masalah untuk pelaku (pleger) yang melakukan delik selesai 

(voltooid delicten). Namun, dapat menjadi masalah apabila ada ñpenyertaan, 

perobaan, concursus, recidive, peringanan/pemberatan pidana, daluwarsa, dan 

                                                             
23 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 244. 
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sebagainyaò. Dalam kenyataan praktik, Hakim mengalami kesulitan 

menerapkan ancaman pidana minimal ini sehingga ada Hakim yang 

menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.24 

Sebagai penegak hukum yang paling dihormati, Hakim juga memutus dalam hal 

kebenaran yang akan dicari dalam putusannya, dalam hal Hakim juga memutuskan 

dibawah pidana minimal terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika 

yang memvonis dibawah ancaman minimal dan tidak sesuai dengan permintaan 

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya. Hakim menerobos undang-undang juga 

mempunyai alasan yang begitu rumit antara keadilan dan kepastian hukum yang 

bersumber dari undang-undang atau peraturan tertulis dibawah undang-undang. 

Berdasarkan hal tersebut Hakim berpegang juga terhadap putusan yang sudah 

diputus lebih dahulu atau yang biasa dikenal dengan yurisprudensi. Yurisprudensi 

sangat sering dipakai sebagai rujukan Hakim dalam memutus bila yang diputus 

perkara yang hampir sama seperti Tindak Pidana Narkotika. Berikut adalah 

beberapa Putusan yang penulis analisis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel Putusan 

No Putusan Pertimbangan Majelis Hakim 

1 81/Pid.Sus/2017/PN Kla 

Atas Nama Terdakwa: 

Pauji Bin Mandok 

 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat 

dengan tuntutan, bahwa terdakwa tidak terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 

Penuntut Umum. Adapun terbukti adalah bahwa 

Terdakwa adalah seseorang yang terlibat dalam 

penyalahgunaan Narkotika, yang tentunya sebagai 

orang yang menyalahgunakan Narkotika akan 

memiliki atau menguasai Narkotika tersebut dan 

                                                             
24 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2013, Cet.3), hlm.99. 
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narkotika tersebut yang dapat saja berasal dari 

membeliò. 

 

Menimbang, bahwa  berdasarkan fakta-fakta 

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

Terdakwa bukanlah merupakan orang yang 

merupakan korban penyalahgunaan Narkotika 

karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah 

merupakan seseorang yang tidak sengaja 

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, 

ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk 

menggunakan Narkotika. Dalam hal ini Terdakwa 

merupakan orang yang terlibat di dalam Pengunaan 

Narkotika yang direncanakan oleh HERMAN alias 

GALUH (masuk dalam DPO) dan hal tersebut 

terjadi atas keinginan Terdakwa sendiri. 

 

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak 

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan di 

sisi lain Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 

yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu 

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

maka dengan menggunakan ketentuan SEMA 

03/2015, maka Majelis Hakim akan tetap memutus 

berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, 

namun mengenai pemidanannya, Majelis Hakim 

akan menyimpangi ketentuan pidana minimum 

khusus, dengan memperhatikan pemidanan yang 

umumnya dijatuhkan kepada seseorang yang 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotikaò. 

 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta 

bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang 

menguasai Narkotika Golongan I, dalam hal ini 

yang berupa sabu seberat 0,0522 (nol koma nol lima 

ratus dua puluh dua) gram yang mengandung 

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I 
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Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 

35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu pada 

SEMA 03/2015 yang memerintahkan kepada 

Majelis Hakim untuk tetap memutus berdasarkan 

Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis 

Hakim akan memilih dakwaan yang paling 

mendekati dengan perbuatan terdakwa, yaitu Pasal 

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam 

dakwaan kedua ..............ò 

 

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta 

sebagai berikut: 

- ñBahwa pada saat ditangkap dan 

selanjutnya dilakukan penggeledahan, pada 

diri terdakwa ditemukan barang bukti 

berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 

netto 0, 0522 (nol koma nol lima ratus dua 

puluh dua) gram, positif mengandung.......ò 

2 14/Pid.Sus/2021/PN Tjg 

 

Atas Nama Terdakwa: 

 

 

1. Tetes Margana Bin 

M.Ruslan Taufik 

(Alm)  

2. Deny Pratama Bin 

Arpani (Alm)  

 

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah 

terbukti melakukan perbuatan ñTanpa hak atau 

melawan hukum melakukan permufakatan jahat 

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanamanò 

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun 

berdasarkan fakta di dalam persidangan 

kepemilikan para Terdakwa terhadap 2 (dua) paket 

narkotika jenis sabu tersebut karena Para Terdakwa 

bekerja sebagai sopir sehingga tujuan para 

Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis 

sabu-sabu hanyalah digunakan sendiri oleh Para 

Terdakwa agar tidak mengantuk, pikiran para 

Terdakwa menjadi tenang dan seperti terasa tidak 

memilik rasa capek, serta bersemangat untuk kerja 

dan mens rea atau sikap batin para Terdakwa 

terhadap barang bukti tersebut adalah untuk 

dikonsumsi sendiri sehingga memperkuat keyakinan 

Majelis Hakim bahwa narkotika jenis sabu yang 

dimiliki para Terdakwa adalah untuk dikonsumsi 

sendiri oleh Para Terdakwa; 
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Menimbang, bahwa penyalahguna narkotika 

tidaklah hanya dimaksud untuk orang yang 

tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika 

saja, namun juga mencakup orang yang pernah 

menggunakan narkotika untuk waktu yang telah 

lampau dan juga untuk orang yang kedapatan 

sedang membeli, menerima, menyimpan, 

menguasai, membawa, dan memiliki narkotika yang 

benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya 

sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran 

narkotika; 

 

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa 

para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dalam 

kondisi tertangkap tangan bukan merupakan target 

operasi atau pengembangan dari perkara lain, dan 

ketika para Terdakwa tertangkap tangan ditemukan 

barang bukti narkotika jenis sabu seberat total 0,57 

gram (nol koma lima tujuh) gram yang mana 

termasuk dalam kategori pemakaian untuk satu hari, 

dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-

0634/RSUB/Yan/812/11/2020 dan Surat Keterangan 

Nomor 0635/RSUB/Yan/812/11/2020 diketahui 

urine para Terdaakwa positif mengandung 

methamphetamine. 

 

Menimbang, bahwa mencermati isi Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 

dalam rumusan hukum rapat pleno kamar 

Mahkamah Agung tahun 2015, rumusan kamar 

pidana angka 1 narkotika disebutkan bahwa 

ñHakim memeriksa dan memutus perkara harus 

didasarkan kepada dakwaan jasksa Penuntut Umum 

(Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa 

pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 

RI 35 Tahun 2009 tentang narkotika namun 

berdasarkan fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang 

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang 

mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti 

sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA 

Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim harus memutus 



49 
 

 

sesuai surat dakwaan tetapi dakwaan tetapi dapat 

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus 

dengan membuat petimbangan yang cukup; 

 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikam isi 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 

Tahun 2015 tersebut, meskipun dalam hal ini 

Majelis Hakim menyatakan tentang perbutannya 

memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 112 

Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, akan tetapi 

karena dalam perkara ini kepemilikan para 

Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut 

dimaksudkan untuk dikonsumsi para Terdakwa 

sendiri yang mana Majelis Hakim berpendapat 

bahwa Para Terdakwa sendiri yang mana Majelis 

Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti 

merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi 

diri sendiri yang mana sebenarnya diatur dan 

diancam pidana dala Pasal 127 ayat (1) huruf a 

undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rifani Agustam S.H, banyak 

Jaksa atau penyidik melakukan penuntutan barang bukti dibawah 5 gr (lima gram) 

dibuktikan dengan pasal 112 dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 

2009 dengan alasan pertimbangan dan tidak ada satupun saksi baik saksi lapangan 

maupun saksi lainnya yang bisa membuktikan barang bukti (narkoba) itu dipakai 

oleh dirinya sendiri. Tapi kalau Hakim ada SEMA atau aturannya sendiri 

berpatokan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hakim membuktikan dengan 

minimal dua alat bukti dan keyakinannya, tetapi atas keyakinan mereka barang 

bukti itu dilihat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan mereka meyakini bahwa 
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pelaku adalah pengguna terakhir, tapi mereka bisa memvonis itu dibawah ancaman 

tetapi tetap dibuktikan Pasal 112. SEMA dibuat untuk mengisi kekosongan hukum 

dan klasifikasi pengguna SEMA sebagai pendamping dan sering melakukan suatu 

terobosan hukum. SEMA dibuat untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak rancu 

dalam suatu perkara pada aturan. SEMA selalu berdampingan dengan undang-

undang dan melengkapi undang-undang untuk mendekati keadilan 

Kalau setiap orang yang memegang narkotika ditengah jalan yang sekali pakai 

dibawah lima gram dikategorikan selalu pemakai berdasarkan Undang-Undang 

Narkotika akan tidak adil dan harus melihat dari kasus per kasus. Bahwa 

bersangkutan tidak ada niat untuk mengedarkan lagi dan terikat jaringan luas maka 

diterapkan SEMA tersebut. Hakim harus aktif dalam melihat fakta-fakta yang 

terjadi di persidangan serta SEMA sangat kuat, bisa menentukan aturannya sendiri. 

SEMA itu untuk umum dan selama tidak menabrak Undang-Undang Khusus.25 

Penggunaan SEMA tersebut juga untuk menjamin keadilan pada setiap orang yang 

divonis dibawah minimal dengan alasan-alasan kemanusiaan, untuk menjadikan 

terdakwa lebih baik, dan tidak semata-mata hanya menghukum berat atau dengan 

pidana minimal dikatakan adil. 

Menurut Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender menyatakan ñFidelity to 

law cannot be construed merely as a fidelity to statutory law, but must be 

understood as fidelity to the principle of justice that underline statutory lawò. 

                                                             
25 Hasil wawancara dengan Muhamaad Rifani Agustam. Jaksa pada Kejaksaan Bandar 

Lampung, Rabu, 1 Desember 2021. 
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(kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran Undang-

Undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari 

Undang-Undang). 

Kemudian menurut Eka Aftarini, S.H., M.H, tapi rata-rata mereka ada yang 

dilakukan indikasi pengguna terlepas pelaku menggunakan sekali atau dua kali atau 

tiga kali, kategori pemula, biasanya adanya permufakatan jahat. Dalam putusan 

Hakim yang penting Jaksanya menuntut dalam Pasal 112 Undang-Undang 

Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, tetapi dalam strafmacht atau penjatuhan 

hukuman yang tidak sesuai berdasarkan dari barang bukti. Ada yang dijebak, atau 

ada apabila jumlah narkotika lebih dari 5 gr (lima gram) biasanya ada indikasi 

penjual.  Diihat dari barang bukti melihat dari mens rea secara  kasuistisnya. 

Akan tetapi kalau residivis tidak bisa dan harus pertama kali. Hakim boleh menilai 

salah atau tidak, apapun aturannya boleh disimpangi dalam keadaan tertentu demi 

kemanusiaan dan efektif terhadap tujuan pemidanaan. Hakim tetap memutus sesuai 

dengan Pasal 183 KUHAP, apa yang dilakukan oleh penyidik di validasi oleh jaksa 

dan diuji lagi di pengadilan dan apakah terbukti terdakwa melakukan perkara yang 

dituduhkan.26 

Menurut Achmad Baharuddin Naim, S.H., M.H bahwa Fungsi SEMA tidak boleh 

menggeser Undang-Undang dan sepengetahuan beliau dalam bersidang acuan acara 

KUHAP terkadang dibuat juga diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

                                                             
26 Hasil wawancara dengan Eka Aftarini, Jaksa pada Kejaksaan Bandar Lampung, Senin, 

6 Desember 2021. 
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seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara formil, ada hal yang kurang 

jelas/multitafsir adanya cela dan undang-undang tidak sempurna timbul banyak 

permasalahan-permaslahan dalam kondisi riil dan balik ke KUHAP tidak ada yang 

pasti dan SEMA memberikan panduan.  SEMA untuk memecahkan masalah yang 

sifatnya multitafsir dan mengisi cela/kekosongan.27 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat dan melihat pertimbangan 

Hakim dalam beberapa putusan yang ditemukan dan yurisprudensi yang dimaksud 

adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa Tindak Pidana Narkotika 

selalu menjadi perdebatan antara pengguna dan pengedar biasanya dalam Pasal 112 

dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka 

pertimbangan dari melalui SEMA tersebut menjadi terobosan baru dan menjadi 

penemuan hukum oleh Hakim dalam mengadili perkara Narkotika, menurut hemat 

penulis, bahwa dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi 

faktor-faktor penentu pelaku bisa dikenakan hukuman berat maupun ringan. 

Dari 2 (dua) putusan yang menjadi rujukan penulis, Majelis Hakim memakai Surat 

Edaran Mahkamah Nomor 03 Tahun 2015 menjadi landasan pijakan dalam 

memutus dan berbagai jenis pelaku yang memakai dengan alasan untuk 

bersemangat kerja, baru mencoba sekali pakai, dan kepentingan yang dimiliki 

                                                             
27 Hasil wawancara dengan Ahcmad Baharuddin Naim, Hakim ad hoc pada Pengadilan 

Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Senin 06 Desember 2021. 
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lainnya yang hanya cukup untuk diri sendiri dan menjadikan hukum pidana lebih 

progresif dan tidak hanya pembalasan semata dan harus memanusiakan manusia 

untuk menjadikan pelaku yang melakukan kejahatan narkotika lebih edukatif. 

Bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum meminta di hadapan Majelis Hakim untuk 

memutus Pasal 112 atau Pasal 111 dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 

Tahun 2009 akan tetapi dengan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta 

dipersidangan bahwa tidak layak pemakai narkotika yang baru sekali pakai, atau 

mens rea atau sikap batin yang diperuntukkan bukan untuk kejahatan menjadi 

alasan yang meringankan untuk pertimbangan majelis, dan tidak semua orientasi 

terhadap hukuman tetapi cara Hakim mempertimbangkan secara adil dan mengisi 

kekosongan atau cela dari undang-undang bila terjadi kerancuan. Maka dari itu 

ketentuan hukumannya dilihat dari Pasal 127 akan tetapi harus dibuktikan terlebih 

dahulu Pasal 112. 

Hal ini juga diperkuat dengan Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 22- 24 

November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, dan telah menghasilkan 

beberapa rumusan hukum yaitu: 

ñHakim boleh menyimpangi ketentuan minimum pidana dari Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, diubah menjadi penjatuhan pidana dalam Pasal 

127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dapat diterapkan terhadap terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 

112 Ayat (1) walaupun urine pelaku negatif mengandung zat narkotika, dalam 

hal terdapat keadaan sebagai berikut: 

1. Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram; 

dan 
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2. Mens rea pelaku, bahwa narkotika tersebut digunakan bagi diri sendiriò.28 

 

 

B. Independensi Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana 

Narkotika dibawah Ketentuan Undang-Undang 
 

Mengenai Independensi Kekuasaaan Kehakiman yang dijamin oleh hukum dan 

peraturan Perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

49 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan yang melekat pada Hakim-Hakim di 

Pengadilan. 

Adanya independensi Hakim dalam menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman 

melalui badan-badan peradilan negara dimaksudkan agar Hakim benar-benar dapat 

mandiri, bebas dan merdeka dari segala campur tangan yang dapat mempengaruhi 

fungsinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

dihadapkan kepadanya. 

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, kemerdekaan 

tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh 

hukum dan keadilan. Kemerdekaan Hakim tersebut bukan merupakan privilege 

atau hak istimewa Hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (indispensable 

right atau inherent right) pada Hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak 

asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak 

                                                             
28 Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Hukum Pidana Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, cet. 5, diterbitkan Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.  



55 
 

 

(fair trial ). Independensi peradilan yang disinggung tersebut adalah independensi 

peradilan dalam segala ranahnya, baik independensi konstitusional, independensi 

personal, independensi peraturan yang mengaturnya, dan independensi substantif. 

Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus dingat dan 

diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan 

hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun 

substansial atau materiil merupakan batasan bagi Kekuasaan Kehakiman agar dapat 

melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak secara 

sewenang-wenang. Hakim adalah ñsubordinatedò pada hukum dan tidak dapat 

bertindak ñcontra legemò. Dan selanjutnya harus kita sadari bahwa kebebasan dan 

independensi seorang Hakim diikat dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas.  

Sehubungan dengan Independensi Hakim juga berkaitan dengan Personalitas 

Hakim itu sendiri. Independensi dengan demikian bukan temuan baru yang 

dilekatkan menjadi keharusan etis atau hukum pada Hakim, tetapi build-in dalam 

diri Hakim, kokoh tidaknya independensi Hakim sangat tergantung pada 

personality Hakim bersangkutan. Hakim yang cacat moral dan/atau tidak kompeten 

adalah hakim yang rapuh. Cacat moral, berarti tersandera atau tidak merdeka karena 

kecacatannya. Tidak kompoten di bidangnya, berarti tidak memiliki keyakinan 

keilmuan yang kuat sehingga mudah goyah.29 

                                                             
29 Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Kekuasaan Kehakiman Independensi, Akuntabilitas 

dan Pengawasan Hakim, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial, 
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm.290. 
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, personalitas diartikan sebagai 

keseluruhan reaksi psikologis dan sosial seseorang individu, sintesis kehidupan 

emosionalnya dan kehidupan mentalnya tingkah laku dan reaksinya terhadap 

lingkungan. Dengan demikian, personalitas Hakim sebagaimana sikap atau reaksi 

Hakim (baik reaksi sikologis atau sosial) terhadap suatu perkara yang ditanganinya 

(lingkungan).                                                                                                                                                                                                                                                      

Dalam hal memutus suatu perkara pada prinsipnya didasarkan pada aturan hukum 

yang mengatur permasalahan yang akan diputus, akan tetapi seorang Hakim 

menjatuhkan sebuah putusan terdapat faktor-faktor diluar hukum yang berkaitan 

dengan personalitas Hakim. 

Menurut Shimon Shetreet membagi elemen dari Independence of the judiciary 

menjadi 2 (dua) aspek, yaitu: (a) The independence of the individual judges; dan (b) 

The collective independence of the judiciary as a body. Independence of the 

individual judges meliputi: (a) substantive independence (kebebasan dalam 

mengambil keputusan dan berbagai kewajiban yudisial); dan (b) personal 

idependence (secara personal tidak tunduk pada kekuasaan manapun melainkan 

hanya pada hukum).30  

Adapun secara konkret tugas Hakim dalam mengadili suatu perkara melalui 3 (tiga) 

tindakan secara bertahap: 

                                                             
30 Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, άIǳōǳƴƎŀƴ tŜǊǎƻƴŀƭƛǘŀǎ Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judical 
Activsm di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-
нлмтύέΣ Pusat Penelitian dan Pengkajian Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018. 
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a. Mengkonstatir yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa 

yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa 

konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa adanya pembuktian, Hakim 

tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. 

Mengkonstatir peristiwa berarti juga menganggap telah terbuktinya peristiwa 

tersebut; 

b. Mengkualifisir yaitu menilai peristiwa yang tekah dianggap benar-benar terjadi 

itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata 

lain adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir 

dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut; 

c. Mengkonstituir yaitu Hakim menetapkan hukumannya dan memberi keadilan 

kepada yang bersangkutan. Hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse 

mayor (peraturan hukumannya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam 

memberikan putusan, Hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya 

diterapkan secara proposional yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan 

kemanfataannya.  

Bahwa Indonesia menganut sistem Mengkonstituir yaitu melihat dari peraturan 

hukumannya dan bentuk penggambaran perisitiwa, yang menjadikan putusan yang 

diputus dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat, dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 
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Secara tidak langsung Hakim dalam membuat putusan dengan 2 (dua) 

pertimbangan utama, yaitu: 

1. Pertimbangan atas fakta di persidangan dan pertimbangan hukum. Fakta-fakta 

di muka persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim harus dipilah lagi 

menjadi 2 (dua), yaitu fakta hukum selalu harus didasarkan oleh adanya minimal 

2 alat bukti dan diperkuat pula dengan keyakinan Hakim. Fakta non hukum harus 

dikesampingkan karena tidak perlu dipertimbankan dalam mengambil 

keputusan; 

2. Pertimbangan hukum atas fakta hukum yang telah dikonstatir untuk kemudian 

dikualifisir sebagai suatu peristiwa hukum tertentu, sebelum pada akhirnya 

mengkonstituir hukumnya.31 

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh George Everson 

pada tahun 1919 mengenai pertimbangan hukum dan penjatuhan putusan pada 

Pengadilan New York, ditemukan bahwa pemberian pertimbangan hukum dan 

penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Hakim lebih berpusat pada personalitas 

Hakim dibandingkan dengan pendekatan prinsip hukum yang dapat diterapkan 

dalam mengimplementasikan hukum/ peraturan.  

Dalam hal independensi Hakim juga kebebasannya dalam memutuskan apakah 

putusan itu layak atau tidak bila diterapkan dalam putusan yang akan dibuat, apalagi 

                                                             
31 Marihot Janpieter Hutajulu, Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim, 

Refleksi Hukum Jurnal ilmu hukum, Vol.9, No.1, April 2015,hlm.95. 
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memutuskan dalam tindak pidana yang sifatnya khusus, sistematis, dan masif 

seperti tindak pidana narkotika. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum 

untuk menegakkan keadilan walaupun kepastian hukum pun terhadap legalitas 

minimum undang-undang menjadi tidak sesuai. Maka secara Kebebasan Hakim 

dalam meminimalisir adanya ketidakadilan juga melihat dari fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan dan alasan kemanusiaan.  

Kebebasan dan independensi kepada Hakim dalam mengadili suatu perkara 

termasuk dalam hal ini perkara pidana, serta tidak boleh adanya intervensi dari 

pihak manapun dalam memutuskan suatu perkara. Faktor yang menjadi dasar 

pertimbangan Hakim di dalam mengadili perkara adalah fakta-fakta hukum dari 

hasil pembuktian yang ada serta keyakinan dan pemahaman Hakim terhadap 

peristiwa atau nilai-nilai keadilan yang terjadi dan terbukti di dalam persidangan, 

termasuk penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringkan masing-

masing terdakwa yang secara otorisasi diperoleh dari hasil penilaian Hakim setelah 

mempertimbangkan dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis.32 

Lebih lanjut menurut Achmad Baharuddin Naim, S.H., M.H, independensi tidak 

ada intervensi dari atasan dan Hakim tidak melalui sistem komando, akan tetapi 

bentuk independensi Hakim yang bertanggung jawab dalam membuat putusan dan 

sesuai fakta yang ada. Independensi yang dimaksud dalam memutus perkara, bukan 

                                                             
32 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XVIII/2020. 
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semua hal adalah independensi. Independensi sebatas pada saat memutus suatu 

perkara, dan masing masing Hakim pun ada independensi yang biasa kita kenal 

adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat Majelis Hakim, dan 

berhubungan juga dengan personalitas Hakim. Independensi bukanlah kebebasan 

yang sebesar-besarnya dan secara garis besar Penuntut Umum dan Penasihat 

Hukum bersifat subjektif dan Hakim posisi di tengah yaitu bersifat independen.33 

Dalam pembahasan penulis bersandar pada teori yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch yaitu tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfataan, dan kepastian 

hukum. Pembahasan ke dalam tiga teori ini merupakan kesatuan yang sulit 

dipisahkan dalam nawacita hukum tetapi tidak selamanya tiga teori beriringan 

dengan baik.  

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat yang dikenakan suatu peraturan. Pengertian kepastian 

tersebut dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum 

di dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan banyak multi dan salah tafsir. 

Berbicara tentang kepastian hukum dalah mengenai bahwa hukum dapat berfungsi 

sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana 

tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan 

dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.  

                                                             
33 Achmad Baharuddin Naim, Op.Cit, Senin, 6 Desember 2021.  



61 
 

 

Begitu juga keadilan yang merupakan tonggak dari permasalahan hukum yang 

terjadi baik dari segi penegak hukum, undang-undang/peraturan ataupun faktor 

lainnya keadilan juga melihat fenomena ini sebagai gejala sosial yang terjadi di 

masyarakat agar adanya kemanfataan hukum dalam dua asas ini. 

Maka independensi Hakim hanyalah sebatas cara Hakim membuat putusan yang 

adil dan bijaksana dan dalam hal pemenuhan kemanfataan, kepastian dan keadilan 

terhadap hukum juga dalam pandangan Gustav Radbruch akan sulit terealisasikan 

karena seringnya pertentangan antara ketiga asas ini, akan tetapi merupakan 

harmonisasi hukum dalam penerapan hukum di Indonesia, maka bisa terpenuhi 

semua bisa juga tidak karena penerapan dengan fakta yang terjadi di masyarakat 

yang terkadang tidak sesuai dengan penghukuman yang akan diambil dan ketiga 

asas itu bisa saling bertentangan antara kepastian hukum, kemanfataan maupun 

keadilan yeng terjadi di masyarakat.

  

 

 

 



   
 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yeng telah dilakukan dan diuraikan 

penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penjatuhan vonis pidana Atas Tindak Pidana Narkotika di bawah ketentuan 

undang-undang oleh Majelis Hakim menjadi sebuah problematika baik segi 

keadilan maupun segi kepastian hukum yang membuat pesimis Jaksa sebagai 

Penuntut Umum untuk menuntut sesuai dengan undang-undang dan penegakan 

hukum. Begitu juga kurangnya ukuran obat narkoba pada saat tertangkap oleh 

penyidik yang menggunakan pasal yang sama dengan ancaman pidana yang 

sama sehingga timbulnya ketidakadilan di pelaku maupun di mata masyarakat. 

2. Mengenai independensi Hakim menjatuhkan vonis pidana dalam perkara tindak 

pidana narkotika di bawah ketentuan undang-undang yang dalam pertimbangan 

hukum yang dilakukan oleh Hakim-Hakim baik ditingkat Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung haruslah bersubstansi dan 

menutupi celah hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika  dan 

hukum bersifat progresif dan memanusiakan manusia, percuma dengan 

kepastian hukum yang tinggi akan tetapi keadilan tidak diperhatikan, maka 

penegak hukum sama saja mencoret dirinya di mata masyarakat dengan alasan 

menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Penulis menyarankan untuk merubah tatanan dalam pengambilan pidana dengan 

menguji Undang-Undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi agar secara 

komprehensif dalam menilai penghukuman dan mempertegas dalam 

pengambilan hukuman agar Hakim sebagai tonggak hukum bisa mengambil 

putusan lebih mudah dan siap juga menghadapi tekanan-tekanan untuk 

mempersiapkan Hakim yang progresif dan independen agar kepastian hukum 

juga tidak hilang. Dalam hal bisa menguji baik secara formil dan materiil di 

Mahkamah Konstitusi untuk diubah dan demi terciptanya kepastian hukum; 

2. Bahwa SEMA 04 Tahun 2010 dan SEMA 03 Tahun 2015, haruslah dijadikan 

peraturan dan ditambah ke dalam undang-undang narkotika agar tidak terjadi 

kerancuan hukum dan menjaga kepastian hukum dan keadilan di dalam undang-

undang, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum yang 

tertulis dan SEMA tersebut bisa dijadikan studi banding dalam pengujian 

Undang-Undang Narkotika selama hal ini menjadi objek keadilan dan kepastian 

hukum agar terpenuhi di mata masyarakat.
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